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bahwa untuk melansanakan keteniuan pasal 111 dalam
Peraturan Presiden Nomor 53 Talwr 20M0 Tentang
Pengadaah Barang/jasa Pemeriniah, perlu membentuk
layanan pengadaan cocara elektroni;

cahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Layanan Pengadaan Secara Elektionik;

Undang-Undang Nomer 9 Talun 1956 tentang
Pembentukan Dseinh Otonomi Kotz Besar Dalam
Lingkungan Caerah Frovinsi Sumstera Tengah (Lembarain
MNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 20);
Undang-Undang Nowmor 8 Tahun 1974 tertang Pokol:-
Pokok Kepegawaiun  (Lembaran  Negara  Repeblik
Indonesia Talan 1974 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diabah dengan Undang-Jadang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubc-han Atas Undang-Undﬂng MNomor 8
Tahun 1974 tentang ™ckok-Pokok ¥opegawaisn (Lembaran
MNegara Republik iadonesia Takun 1999 MNoraor 169,
Tambahan Lembarin Nepara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang MNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Sepublik Irdoazsia Tahun 1999 Nomaor
33, Tambahan Loncbaran MNegars Republik Indonesia
Nomor 3817);

Undang-Undang  Mewnor 28 Takhun 1999 fenteng
Penyelenggaraan Mopara yang “evsih dem Bebas dari
Korupsi, Koiusi iin Nepotimne (Lembaron  Megar
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Republik Indonesis Tabun 199 Momor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tentang Keuangan
MNegara [Lembaran Nezara Repubiik Indonesia Nomor
4288);

Undang-Undang Nomor 10 Tahwn 20M  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republik lodonesia Tahun 24 Nomor I3,
Tambahan Lembaran MNegara Repuolik Ind: nesia Nomor
4389);

Undang-Undang  MNomor 32 Taaan 2 hE entang
Pemerintahan Daorsh  (Lembaran MNegoa  Republik
Indenesia Tahwr 20 Nomor 125, Tambal un Lembaran
Megara Republik bidonesia Mormmr 4457} schagaimana
elah beberapa kalir divbah teraichi® depcan Undang-
Undang Nomoer 12 Taoon 2008 tentang Perulaban Kedaa
Atas Urdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dasiah  (Lembaran Negara Republik
Indenesia Talun 2008 Nomor 539, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoasia Nomor 4844);

Undang-Undang Normor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elekbionik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Irconesia Nomor 4343);

Undang-Undang Mosor 25 Tahuo 2000 ..........

Peraturan Pemerintzi Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanpaan Peran Serta Masyvarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan  Pemberantasan
Tindak Pidama ovupsi (Lembarvan Nepara Republik
Indonesia Tabun 200 Nemeor 144, Tambahan Lembaran
MNegara Republik [ndoosesia Nomaor 39495);

Peraturan Pemerinta: Nomor 5 Tabun 2003 tentang
Pengelolaan  Keuangun  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesiz fahun M5 Nomor 140, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4578);
Peraturan Pemerinish Nomor 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerincah,
Femerintah Daerahi Provinsi Jdan Pemerintah Daerah
Rabupaten/Kota {Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 52);

.Peraturan Presiden RI Nomor ™ Tahun 210 tentang

Pengadaan Barang/jaca Pemeringan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006
tentang  Pecoiman  Pengelolean  Kewangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahua 207 (entang Perubahan
atas Peraturan Mentd Dalam Megerd Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerak;
Peraturan Daerah kota Jambi Noemor 11 ‘Tahon 2008
tentang Pempentus.oo Onganisasi Lembaga Teknis Taerah



Nomor 11) sebagsimana telah diubah dengar Peraburan
Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Dacreh Kot
Jambi (Lembaran Dacrah Kota Janibi Tahun 2008 Momor
11);

MEMUT_USKAN
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PENGADAAN SECAHA FLEKTHONIE PEMERINTAH
KOTA JAMBL

BAG]
KETENTUAN UMUM
Bagian Perlama
Pengertian istilah

Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengar: -

b
2
3
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8.
9,
10.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambe

Walikota adalah Walikota Jambi.

Penpadaan barang/jasa secara elekironik  |elechonis guoermen!
procurenient) adalah proses pengadaan barimg/jasa pen orintah yang
wla.ic.sanaann}*a dilakukan secars clektronik vauyr Lerpasin v eb/inlermet.
B-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa nemerings 1 VAN proses
pelaksanaannva dilakukan dengan pelelangan umam s cara terbuka,
dalam rangka mendapatkan barang,'jasa, dengaa penaw: ran harganya
dilakukan satu kali pada han, tangual, dan wakés yang telab ditintukan
dalam dokurren pemilihan, oaluk mencarl herga teendah tanpa
mengabaikan koalitas dan sasacan yang telah ditstaplian, dengan
mempergunalan media elektroni. vang berbasis pada web/inturnet
dengan memanfaatkan fasilitas lekonologi komunikasi dan infoemasi,
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemeriniah Kota Jambi, selanjutnya
disebut LPSE Kota Jambi, adalah unsur pelaksara di Pemerintah Kota
Jambi yang melayani proses pengsdaan barang/jasz dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elekironik denpan mengrurakan sisken
aplikasi LPSE Nasional.

Lembaga Kebijakan Pengembavgan  Pengaduen barang /jasa  vang
setanjutnya disebut LKPP, adalah Lombaga Pemetintah Non Departemern
(LENIY) di bawah dan bertangpurgiswab kepadda Presiden yang bertugas
melaksanakan pengembangan  dan perumusan  kebijakan  pengadasn
barang/ jasa Pemerintah,

Layanan Pengadaan Secara Elekironik Pusat yang selanjumya disebut
LPSE Pusat adalah umit kerja vang Jdibentuk cleh dan bernda di bawah
tanggung jawab LKPP yang bervyas secara khosus untuk mengelola,
mengembangkan dan menyelengocolan Sistemn o-Yocuremen !

Tim Pengarah adalah Tim Pengara!. ©.oda LPSE Jactah.

Tirn Pelaksana adalah Tim Pelaksara pada LPSE Dacrah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yaoio selanjutnye disingkat SKPD adalah
%tﬂaﬂ K:E!'iﬂ Pﬂ"ranEkﬂt DﬂEra.h: 'l'.'li Timirrmmioran B e te fals Eekg Tamslo



11. Pepabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPV, adalal pejabat yang
dranggkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengpuna Angpraran sebagal
pemilik pekerjaan, yang bertanggunyg jawab atas velaksanazn pengadaan
barang/ jasa;

12 Pengguna Anggaran yang selanjutinya disebut ’A adalab sebagaimaia
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor i1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

13. Kuasa Pengguna Anggaran yiog selinjutanya disebut EPA adalah pejabat
yang ditunjuk oleh Pengguna Angoaran untuk menggunakan anggaran
Lembaga/Satuan Kerja Perangkar Cowrah;

14. Panitia Pengadaan yang selanjulr,a disebut Panita adalah tim yang
diangkat oleh Pengguna Anggacio/Kuasa Pergguna Anpgaran untuk
melaksanakan pemilihan penyedin | srang/ jasa;

15. Pejabat Pengadaan adalal. pejsbat yang JTangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  urtuk  melaksanakan
pemilihan/ penunjukan penyedia baang/ jasa;

16. Penywdia barang/jasa adalah badan wsaha atau orang perseoranzan yanp
kegiatan usahanya menyediakan biiang/ layanar, jasa,

17, Donumen elektronik adalah setiv; informasi clektronik vang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, aiou disimpan dalam beahuk amalog,
digital, elektromagnetik, optikal, sau sejenisiva, vang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar mneialui komputer atau sistem elekironik
termasuk. tetapi tidak terbatas poda tulisan, suara, gambar, pe,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angea, kode akses, simbol
atau perforasi yang memilild makos atau arti atan dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminyz,

18. Tanda tangan elekivonik (Identiios digital) adalah tanda !"ngan yang
terdiri atas informasi elekironik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkaie
dengan informasi elektronik leinaya yang dngunakan sebagai alar
verifikasi dan autentikasi,

19, User 1D adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang
digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistern elekironil.

20. Password adalah kumpulan karekter atau stricg vang digunakan oleh
pengguna jJaringan atau schuah sistern uperasi moltiuser  (banvak
pengguna) untuk memverifikasi User ID keprda sistern kearanan vang
dimiliki cieh jaringan atau sistem tersebut.

21, Hashkey adalah sidik jari dokumen atau file terdiv dari haral ser angka dan
huruf yang dapat menunjukkan identitas dari suaty dokunm n ateu file,
22. Kantor Pengelola Data Elektronik Kota fambi yang selan utnya disebut
KPDE adalah Satuan Kerja Persnghkat Daeran yang dit injuk sebagal
pelaksana operasional Layanan Pengadaan Secern Elektn aik (LPSE) di

lingkungan Pemerintah Kota lambi.

Bagias Kedua
Maksud £a0 Tujuan

Pisal 2
(1} Maksud ditetapkannya Perahiran ¥/ likota ini aZalah :
a. sebagai dasar untuk pelsksaioan pengadaan Derang/jasa  secara
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b. sebagai dasar pertukaran dolayren elektronik pada prosss pengudaan
barang dan jasa pemerintah kliizusnya meialel sarana elekironik {e-
procurentent) di LPSE Kota Jamb:.

(2} Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalzl, -

3, Secara umirm untuk Jebik sumingkatkan  efisiensi, efektifitas,
transparansi, persaingan schal dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jesa pemerinizh,

Soecara khusus untulk mengorengi  poiensi korupsi, kolusi  dan
nepokisme dengan cara memincmalisie tatap muka langsung antara
para pihak dalam proses pemgadaan

r

Bagian Ketiga
Roang Lingkap

Pasal 3
(1} Ruang lingkup Peraturan Walikots ini adalah mengaiur pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elekironik yang dilaksonakan melalui
LPSE Kota Jambi di Lingkungan Pemerintah Foin Jembi.
(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayit (1) meliputi ;
a. pengadaan barang;
b. pekerjaan konstruksi;
C. jasa konsultasi; dan
d. jasa lainnya.
{3) Pengadaan barang/jasa sebagaimiria dimaksud pada avai (1) sebagian
dan/ atau seluruhnya dibiayai dasi APED/ APBN,

Bagian Feampat
Ketentuan Pertukaran Dokwnen Elekironik

Pasol 4

(1) Proses pengadaan barang/jasa di 1PSE Kota Jembi dilakeian melsiui
wvtate wiem. [pse jaminkote, go.id.

(2) User [D dan Password seluruh pergguna LESE Kot Jambi merupakan
representasi dari pengguna dan lecasosiasi lerhadap selurub aktivitas
dalam proses pengadaan barang/ia-a.

(3) Autentikasi  dokumen elekiront  dalam  sistem  e-procurement
menggunakan metodologi vang nwnghasilkan sicik jand dokurnen atau
hash key bagi tap-tiap dokumen elch tronik.

(4) Penyedia barang/jasa yang tiu: memberilan  versotujuan  dan
memberikan pernyataan bahwa Jdokumen elektonik vane Sibirimkan
sesuai dengan dokumen yang Jismrma oleh sistern e-grooosement
berdasarkan sidik jari dokumen zizu hash key  vang dihasilban, maks
peny-dia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokemen tersett
secara elekironik;

(3) Sefuruh dokumen el=ktronik sebagaimana dimeleud pada ayat (4) dapat
diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, Fregali dekwmnen Vang
harus dibuat secara tertulis mengucu pada Urdang-undang Nomor 1]
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakei Elekiromnil:



BAL 21
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (.PSF)
Bagian Periama
Kedudukan, Tugse Dan Fungri

Pasal §
LPSE Kota Jambi merupakan lembags non struktural v weg ditetapkan dengan
Poraturan Walikoks,

Panzi G
LPSE Kota Jambi mempunyai tugas wemfasilitasi ULP / Peabat/ Pasitia
Pengadaan  dalam  melaksanakan  pengadaan borzng, dan jisa secara
elektronik.

Pasai }
Untuk menyelenggarakan tugas sehag. nana dimaksud dalam Pasal 6 LPSE
Kota Jambi mempunyai fungsi:
3. administrator sistem elektronik;
k. unit registrasi dan verifikasi;
€. unit layanan pengruna
d. pelaksanaan pelayanan kepada anitia/Pejabat Mengadaan/ULP dan

Penyedia Barang/Jasa vang berkaitan dengan Sistemn e-Procurrment:

e. media penyedia informasi dan lopsultasi (fieladesk) yang melayani
Panitia/Pejabat  Pengadaan/ULP  Jan  Penyedia Barang /lasa  yany
burkaitan dengan Sistem e-Procurensernd;

t. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitar, dengan proses
pengadaan barang/jasa untuk kepentingan proses audi, moniworing dan
evaluasi;

B pemberian informasi dan masukan sevta pelakseuizan instruksi teknis dani
w PSE Pusat:

li pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan resnai dengan
tugas dan fungsinya;

Hagiai Kedua
Organizasi

Pascl §
Susunan organisasi LPSE Kota Jambi terdici dar;
a. Tim Pengarah;
b. Tim Pelaksana.

Panal 9
Tim Pengarah sebagaimana divaksud dalem 7510 8 hurof o terdiri dari
unsur SKPD di lingkungan Pemerinial Kota Jamby dan ditetaplan dengan
Keputusan Walikota Jambi

FPausul 30
Tim Pulaksana sebagaimana dimakead Jalam Pasal § hurof b adalah unsur
KPDE Kota Jambi yang ditunjuk sebopai pelaksara operasional Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 4 lingkungan Pemerintah Kota fambi
dan ditetankan denean ¥ eoatirsay Wi et Tamabi



Bagia: Dotipa
Tim Pengarah

Pasal 11

(1) Tim Pengarah mempunyai tugas memberi araban Zan Leniialan kepada
Tim Pelaksana untuk meningkatikan kvalitos, akuntal s dan
transparansi pelayanan LPSE Kota Jambi;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebaguimana dimaksed pada ayat (1),
Tim Pengarah mempunyai fungsi:
a. pemberian arahan dan kebijaken kepada Tim Pelaksana dalam

pengelolaan LPSE Kota Jambi;

b. pemantauan pelaksanaan fasilitasi Liyanan pads LPSE Kota Tambi.

Bagian Keempat
Tim Polalssana

Panal 12
(1) Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Sislem e-Pr curement:
(2) Dalam menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud vada avat (1),
Tim Pelaksana mempunyai Fungsi:
a, penyelenggaraan penyusunan perurfuk teknis Sistem e-F cocirenent:
b. penvelenggaraan fasilitast Sisters o Procuremen!
(3) Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksod cada ayat (1):
a. menyelenggarakan penyusunan nrogram kerfa Tim Pelakeans
b menyelengparakan penyusunan petunjulk tekeis eperasional Sistem e
Procurement;
e menyelenggarakan fasilitasi implementasi Sistesne-Procurement:
d. menyelenggarakan koordinasi penerapan Sictem o-Procuzsnen] dengon
SKPD;
a. menvelengparakan  penyediaa  data  dan  informasi  Sistern
Frocuremenit;
t. menyelenggarakan pengelolaan dan pemelinsraan perangkat keras
dan perangkat lunak Sistem o Procurement;
#- menyelenggarakan penyusunan telaahan staf kepada Tim Pengarak
sebagai bahan pertimbangan pencambilan kebijakan;
h. menyelenggarakan evaluas dan pelaporan;
melaksanakan tugas lain yang o berikan Tim Pengarah secuai denpan
tugas dan fungsinya.

Bagian Xelima
Etika E-Procurement

Pasal 13
1. semua pihak yang terkat dalam pelaksanaan e-Procurement wajib
nientaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah,
2. Dalain melaksanakan e-Procurement, semua pihuk wafils ;
a, Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgonaan kode akess yong
terdiri dari User ID dan Password;
b Merjara kerahesiazann dan mencerak  oenvalahoiinasm dada dse



3. Semua pihak dilarang ;
a. Menggangygu dan/ atau merusal: tistemn e-P'rocurement;
b, Mencuri informas;, memanipliasi dota dan/atau herbuat curang
dalam sistem e-Procurement;

Ragian ¥ eanam
Pihak Dalam Folalsanaan LPSEC

Paar 14
1. Pihak yang terlibat dalam e-Procusc..cont, terdin dari ;
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatua [FPTK);
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PF5);
c. ULP/Panitia Pengadaan,/Pejabai Pengadaan;
d. Penyedia Barang/ Jasa, dan
2 Pihak pada ayat (1) huruf & hundd b dan hurcf ¢ adalall pihak vang
sebagaimana diatur dalam perswwran  perundang-undangan bentang
pengadaan barang/jasa pemetintzh.

BARB Il
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDLY FARANG/ASA
Bagian Pertama
Prosedur Pelaksanaan

Pasai 15
(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secars elekbzonik metode
pemilihan Penyedia Barang/ fasa vang digunakan adalah :
a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
b. metode e-lelang umum pascakualifikasi deagan 2 (dua) £
c. metode e-lelang umum prakualifilkasi dengan 2 (iua) file
12} Pengumuman lelang tamnpil di halaman depan dalsm Aplik 4 LESE;

Bagian Bedua
Gangguan Teknis
Papal 16

(1) Apabia delam proses pengmdaan secara elektromk mengalami BATIEEUAL
secara eknis maka proses pengacdaan dapat ditunada, dan penjadwalan
diatur ulang dimulai dengan Linapan berkutnya atau dinwlai daei
pengumuman pengadaan;

(1} Apabila ganguan telnis tidak dwpat dibenahi, meka pengadasn swarca
clektronik  dinyatakan gazal dan  dilakoke:  pengadaan  secars
kemvensional dimulai dard pengumunan pengadaan;

BAL iV
TATA KERJA

Pasal 17

(1) LPSE menjalin hubungan kerja denipun PA f KPA ¢ PPK / PPTK / ULP )
Pamutia / Pejabat Penpgadaan;



Pa.ul 18
(1) Hubungan kerja LPSE dengan PA / FA / PPK ¢ PFTK / ULP / Panitia /

Pejabat Pengadaan, antara lain :

a, memberikan dukungan teknis rokaitan dengan penavangan rencana
umum pengadasn dan perguns nan pengadaan dalam portal LPSE;

b melaksanakan koordinasi da:: Lonsultasi dalan rangka penyelesaien
permasalahan teknis proses peiy wiaan barang, jasa secarz elekiremil:

. menyediakan laporan hasil pescolahan dal. terkait Jdensan proses
pengadaan barang/fasa secare Gekironik,

d, menerima masukan untu peninclaton lavenan yang diberizan aleh
LPSE,

(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, anteca lain;

a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangha
penyelesaian persoalan yang dikadapi dalarn proses peneadaan
barang/jasa secara elektronik;

b, memberikan informasi dan wsulan tehnis kepada LKPP terkait
permasalalan dan pengembangan aplikasi 1.PS5

BABV
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 19
Paling lambat 2 (dua) tahun ternftung ssak berlasunya Perat sran Waiikota
i, seluruh layvanar. nengadean basing dan jasa secara el kbronik wajils
disespaikan dengan Peraturan Walikots i,

BAD VI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku ol tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Rerita Dacrah Kot jambi,

Ditetapkan i Jambi
et IR T

-

Diundangkan di Jambi
pada tangoal 26 we 2011

SEKRETARIS DAFRAH KOTA JAM S
H. BUDI DAYA ﬁ,, - Q



